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VISI DAN MISI 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

VISI 

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia 

pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitilian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai 

Kristiani dan Pancasila." 

MISI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan 

aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global.  

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku 

yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan 

internasional. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi 

penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, 

Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu 

hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.  
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KATA PENGANTAR 

Mazmur 82:3 berkata: Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak 

yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ayat itu terus mengikuti saya 

sepanjang penulisan skripsi ini mengingatkan bahwa hukum bukan sekadar teks, melainkan 

janji kepada mereka yang paling membutuhkan perlindungan.

Di balik angka 847 kasus tindak pidana perbankan dan Rp 27,3 triliun kerugian yang 

tersaji dalam data OJK, ada wajah-wajah nyata: petani yang kehilangan modal bertani, 

pedagang yang kehilangan dana kulakan, pensiunan yang kehilangan tabungan hidupnya. 

Mereka adalah sesama anak bangsa yang menggantungkan harapan pada sistem yang 

kemudian mengecewakan mereka. Mereka pula yang menjadi alasan moral mengapa 

penelitian ini harus ada bukan sekadar sebagai syarat akademik, tetapi sebagai ikhtiar kecil 

untuk mendorong sistem hukum yang benar-benar memulihkan, bukan sekadar menghukum.

Ada keistimewaan dalam penelitian ini yang membuat saya tidak bisa bersikap 

sekadar sebagai pengamat: saya bekerja dalam lingkungan usaha yang berafiliasi dengan PT 

BPR Modern Express Ambon, salah satu studi kasus utama penelitian ini. Kedekatan itu 

bukan halangan sebaliknya, ia memberikan pemahaman yang tidak bisa diperoleh semata 

dari tumpukan literatur. Ditambah saat ini saya sedang dicalonkan sebagai Komisaris Utama 

pada bank tersebut, skripsi ini terasa seperti bekal yang saya tulis untuk diri sendiri agar kelak 

saya masuk ke tanggung jawab itu tidak hanya berbekal pengalaman, tetapi juga kedalaman 

akademis tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika kepercayaan dikhianati.

Indonesia adalah negara dengan lebih dari seribu BPR yang melayani jutaan 

masyarakat yang tidak terjangkau bank-bank besar. Merekalah yang paling rentan, dan 

merekalah yang paling butuh sistem hukum yang melampaui vonis penjara. Saya percaya 

bangsa ini memiliki semua modal untuk membangun sistem itu tradisi musyawarah mufakat, 

semangat gotong royong, dan generasi hukum yang terbuka. Restorative justice bukan 

konsep asing yang dipaksakan; ia adalah formalisasi dari nilai-nilai yang sudah mengalir 

dalam budaya kita. Tinggal kita yang harus cukup berani untuk mewujudkannya.

Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dalam setiap tahap penulisan ini 

ketika argumentasi terasa buntu, ketika semangat hampir habis selalu hadir dengan kekuatan 

dan hikmat yang saya sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Kasih karunia-Nya adalah 

fondasi dari segalanya.

Penghargaan dan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada:
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ABSTRAK 

A. Nama   : Sotarduga Napitupulu 

B. NIM   : 2340058055 

C. Bagian   : Hukum Ekonomi 

 D                      Judul                         :                           

: 

Restorative Justice Dalam Kejahatan Perbankan: 

Dilema Antara Pemulihan Kerugian Dan 

Penegakan Hukum Dalam Kasus Penggelapan 

Dana Bank Di Indonesia

E. Halaman  : i - xiv + 85 Halaman, Daftar Pustaka.

F. Kata Kunci  : restorative justice, penggelapan dana perbankan, Model

MRJPI, hukum progresif Rahardjo, restitusi nasabah, kekosongan hukum. 

G. Ringkasan Isi  :

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: (1) bagaimana pengaturan hukum 

restorative justice dalam sistem hukum pidana perbankan Indonesia secara normatif; dan (2) 

bagaimana implementasi, hambatan, serta model idealnya dalam perkara penggelapan dana 

bank yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah hukum gabungan 

(normatif-empiris) dengan pendekatan komparatif terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan 

Belanda.

Kerangka teoritis bertumpu pada dua teori sinergis: Teori Restorative Justice Howard 

Zehr  dengan tiga pertanyaan sentral (siapa yang terluka, apa kebutuhan korban, siapa yang 

berkewajiban memulihkan) dan tiga pilar substantif (harms and needs, obligations, 

engagement)  serta Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang mendorong kreativitas 

interpretatif aparat demi keadilan substantif melampaui keterbatasan norma positif.

Hasil penelitian mengungkap kekosongan hukum multi-dimensi: tidak ada regulasi 

yang secara khusus mengatur restorative justice untuk tindak pidana perbankan. Perja No. 

15/2020 dan Perkap No. 8/2021 tidak dapat diterapkan karena batas ancaman pidana lima 

tahun, sementara penggelapan dana perbankan diancam 5-15 tahun. Studi empiris terhadap 

empat perkara inkracht  PT BPR Modern Express Ambon (kerugian Rp 73 miliar), PT BPR 

Tripanca Setiadana Bandar Lampung, PT BPR Duta Niaga Pontianak (preseden pertama UU 

P2SK 2023 di mana debitur dipidana bersama direksi), dan PT Bank Century Tbk 

membuktikan bahwa inisiatif restoratif spontan tidak terakomodasi secara formal. Hambatan 

bersifat multi-level dalam enam dimensi: kekosongan normatif, fragmentasi kelembagaan, 

defisit kapasitas SDM, psikologi korban, budaya hukum retributif, dan asimetri kekuasaan. 

Perbandingan internasional menunjukkan tingkat pemulihan kerugian jauh lebih tinggi 

melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement: 73-89% di AS, 78% di Inggris, 65-

72% di Belanda.

Penelitian menghasilkan Model Restorative Justice Perbankan Indonesia (MRJPI) 

yang dibangun di atas lima prinsip selektivitas, non-eksklusivitas, korban-sentris, 

transparansi, dan proporsionalitas dengan standar minimum restitusi 85% dari kerugian yang 

tidak terlindungi LPS. MRJPI beroperasi dalam enam fase yang melibatkan delapan lembaga 

melalui matriks RACI, dengan LPS sebagai wali korban kolektif dan ratifikasi yudisial dalam 

sidang terbuka sebagai jaminan legitimasi demokratis. Peta jalan lima tahap memungkinkan 

implementasi segera melalui Peraturan Jaksa Agung baru  tanpa menunggu perubahan 

undang-undang.

H. Daftar Acuan               : 24 Buku + 11 peraturan perundang-undangan + 21 Putusan 

                                            Pengadilan + 13 Berita Online

I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

      Dosen Pembimbing II : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
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ABSTRACT 

A. Name   : Sotarduga Napitupulu 

B. NIM   : 2340058055 

C. Specific Program : Economic Law 

 D                      Title                             :                            Restorative Justice in Banking Crimes:

The Dilemma Between Restitution and Law 

Enforcement in Bank Embezzlement Cases in 

Indonesia.

E. Page   :   i-xiv +  85 Page, bibliography
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G. Summary  :

This study addresses two research questions: (1) how restorative justice is 

normatively regulated within Indonesia's banking criminal law system; and (2) how it has 

been implemented, what barriers exist, and what the ideal model would be in final and 

binding banking embezzlement cases. The research employs a combined legal methodology 

(normative and empirical) with a comparative approach drawing on the United States, 

England, and the Netherlands.

The theoretical framework rests on two synergistic theories: Howard Zehr's 

Restorative Justice Theory  comprising three central questions (who has been hurt, what are 

their needs, and whose obligation is it to address those needs) and three substantive pillars 

(harms and needs, obligations, and engagement)  and Satjipto Rahardjo's Progressive Law 

Theory, which advocates creative interpretation by law enforcement actors to achieve 

substantive justice beyond the limitations of positive norms.

The findings reveal multi-dimensional legal vacuums: no regulation specifically 

governs a restorative justice mechanism for banking crimes. Attorney General Regulation 

No. 15/2020 and National Police Regulation No. 8/2021 are inapplicable due to their five-

year sentence threshold, while banking embezzlement carries 5–15 years. Four final-

judgment case studies PT BPR Modern Express Ambon (IDR 73 billion losses), PT BPR 

Tripanca Setiadana Bandar Lampung, PT BPR Duta Niaga Pontianak (first precedent under 

the P2SK Law 2023 convicting bank debtors alongside directors), and PT Bank Century Tbk. 

confirm that spontaneous restorative initiatives could not be formally channelled. Six barrier 

dimensions were identified: normative vacuums, institutional fragmentation, SDM capacity 

deficits, victim psychology, retributive legal culture, and perpetrator-victim power 

asymmetry. International benchmarking shows Deferred Prosecution Agreement 

mechanisms yield 73-89% recovery in the US, 78% in England, and 65-72% in the 

Netherlands.

This study develops the Indonesian Banking Restorative Justice Model (MRJPI), built 

on five principles selectivity, non-exclusivity, victim-centrism, transparency, and 

proportionality with a minimum restitution standard of 85% of unguaranteed depositor 

losses. MRJPI operates across six implementation phases involving eight institutions through 

a RACI matrix, with the Deposit Insurance Corporation (LPS) as collective victim guardian 

and judicial ratification in open court as a democratic legitimacy safeguard. A five-stage 

roadmap enables immediate implementation through a new Attorney General Regulation 

without requiring legislative amendment.
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